
1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian
Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional
menjadi institusi yang berstandar dunia dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta
memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data,
perlu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam kegiatan pendaftaran tanah;

b. bahwa untuk menerapkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun
pedoman penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan
pendaftaran tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Penerbitan Dokumen
Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;
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MEMUTUSKAN:
PERATURANMENTER! AGRARIA DAN TATA RUANGj
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENERBITANDOKUMENELEKTRONIKDALAMKEGIATAN
PENDAFTARANTANAH.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4916);

5. Undang-Undang Nomor6 Tabun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanab (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak AtasTanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6630);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tabun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

9. Peraturan Presiden Nomor48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor84);

10. Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara
AgrariajKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 953);

11. Peraturan MenteriAgraria dan Tata RuangjKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
RuangjBadan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
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Menetapkan :



Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus ,
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang
atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah,
ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya.

2. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

3. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemeganghaknya dan hak pihak lain serta beban-beban
lain yang membebaninya.

4. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan
bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan
pembukuan tanah.

5. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang
memuat Data Yuridis dan Data Fisik suatu objek
Pendaftaran Tanah yang sudah ada haknya.

6. Buku Tanah Elektronik yang selanjutnya disebut BT-el
adalah Buku Tanah yang disahkan dengan tanda tangan
elektronikmenjadi blok data.

7. Blok Data adalah sekumpulan data alphanumeric yang
disusun dalam format standar un tuk merepresentasikan
satu kesatuan Data Yuridis dan Data Fisik objek
Pendaftaran Tanah.

8. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPAuntuk
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik
atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah
yang bersangkutan.

9. Sertipikat Elektronikyang selanjutnya disebut Sertipikat­
el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem
elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data
Fisik dan Data Yuridisnya telah tersirnpan dalam BT-e1.

10. Sistem Elektronik yang Disediakan oleh Kementerian
Agraria dan Tata RuangjBadan Pertanahan Nasional
yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan,

BABI
KETENTUANUMUM
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mengumumkan, mengirimkan, darr/ atau menyebarkan
informasielektronikdalam kegiatan Pendaftaran Tanah.

11. InformasiElektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mails,
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolahyangmemilikiarti atau dapat dipahami oleh orang
yangmampu memahaminya.

12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya,yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
yang memilikimakna atau arti atau dapat dipahami oleh
orangyangmampu memahaminya.

13. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange
(EDI),surat elektronik (electronic mails, telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol,atau perforasi.

14. Pangkalan Data adalah kumpulan Data yang disusun
secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam
memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau
lebih pengguna dari terminal yang berbeda.

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

16. Segel Elektronik adalah Tanda Tangan Elektronik yang
digunakan oleh badan usaha atau instansi untuk
menjamin keaslian dan integritas dari suatu Informasi
Elektronikdan/ atau DokumenElektronik.

17. Pejabat Pembuat AktaTanah yang selanjutnya disingkat
PPATadalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta otentikmengenaiperbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun.

18. KementerianAgrariadan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

19. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.
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Pasa14
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) menghasilkan Data, Informasi Elektronik,
dan/ atau Dokumen Elektronik.

(1)

Bagian Kedua
Dokumen Elektronik

(4)

(3)

(2)

Pasal3
Kementerian menyelenggarakan Sistem Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) secara
andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan untuk kegiatan:
a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali;
b. pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
c. pencatatan perubahan Data dan informasi; dan
d. alih media.
Penerapan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan
mempertimbangkan:
a. kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di

setiap Kantor Pertanahan;
b. tingkat maturitas pelaksanaan teknologi informasi

setiap Kantor Pertanahan; dan/ atau
c. tingkat maturitas pengguna layanan.
Penerapan Sistem Elektronik secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Menteri.

(1)

Pasal2
(1) Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Kementerian.
(2) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada

kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

BASII
PENGGUNAANSISTEMELEKTRONIK

DALAMKEGIATANPENDAFTARANTANAH

20. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi
vertikal Kementerian di provinsi.

21. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian
di kabupaterr/kota.

22. Loket Pertanahan adalah loket yang disediakan untuk
menerima permohonan pelayanan pertanahan di Kantor
Pertanahan, Kantor Wilayah, Kementerian atau tempat
lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 8
Permohonan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali
melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a diajukan oleh pemohon dengan cara
mengisi formulir permohonan dan mengunggah seluruh
kelengkapan dokumen persyaratan.

(1)

Pasal 7
Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran
Tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf a berasal dari permohonan yang diajukan
melalui:
a. Sistem Elektronik; atau
b. LoketPertanahan.

Paragraf 1
Umum

Bagian Kesatu
Penerbitan Dokumen Elektronik

dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

BAB III
DOKUMEN ELEKTRONIK

DALAMKEGIATANPENDAFTARANTANAH

Pasa16
(1) Dokumen Elektronik diakses danj'atau dicetak melalui

Sistem Elektronik.
(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.

Pasal 5
(1) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 meliputi:
a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem

Elektronik; dan/ atau
b. Dokumen Elektronik yang merupakan hasil

pemindaian dokumen cetak.
(2) Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk menjamin keaslian, Dokumen Elektronik yang
merupakan hasil pemindaian dokumen cetak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi
Segel Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat data pemegang hak, Data Fisik, dan Data Yuridis
bidang tanah yang valid dan autentik.

(3) Data, lnformasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik
disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

- 6 -



Pasal 10
Permohonan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali
sebagaimanadimaksud dalamPasal8 ayat (6)atau Pasal9 ayat
(4)diprosesmelalui tahapan kegiatan:
a. pengumpulan dan pengolahanData Fisik;
b. penelitianData Yuridis;dan
c. pembukuan hak dan penerbitan Sertipikat-el.

Pasal9
(1) Perrnohonan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali

melalui Loket Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b diajukan oleh pernohon dengan cara
rnenyampaikan surat perrnohonan disertai kelengkapan
dokumen persyaratan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen
persyaratan oleh petugas.

(3) Dalam hal dokurnen persyaratan diterbitkan secara
elektronik oleh instansi teknis pengampu Data, verifikasi
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
melalui SistemElektronikyang terintegrasi.

(4) Dalam hal hasil verifikasidinyatakan telah lengkap dan
memenuhi syarat maka:
a. dokumen persyaratan dalam bentuk dokumen cetak

dipindai dan diunggah ke Sistem Elektronik oleh
petugas;

b. hasil pemindaian dokumen persyaratan diberi
catatan yangmenjelaskandokumen telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya dan dibubuhi SegelElektronik;
dan

c. permohonan diproses sesuai dengan jenis layanan
yang diajukan.

(2) Pengajuanpermohonan sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) disertai dengan pernyataan mengenai kesesuaian
antara dokumen cetak dengan dokumenyang diunggah.

(3) Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan dalarn
bentuk dokurnen cetak ke Loket Pertanahan setelah
perrnohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
terkonfirrnasioleh SistemElektronik.

(4) Petugas melakukan verifikasikesesuaian dokurnen cetak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dokumen
persyaratan yang diunggah melaluiSistern Elektronik.

(5) Dalarn hal dokumen persyaratan diterbitkan secara
elektronik oleh instansi teknis pengarnpu Data, verifikasi
sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
rnelaluiSisternElektronikyang terintegrasi.

(6) Dalam hal hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan telah lengkap dan
mernenuhi syarat maka:
a. hasil pernindaian dokurnenpersyaratan diberi catatan

yang menjelaskan dokumen telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya dan dibubuhi SegelElektronik;dan

b. perrnohonan diproses sesuai dengan jenis layanan
yang diajukan.
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(4)

(3)

Pasal 13
Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas­
batasnya diberi nomoridentifikasibidang tanah.
Nomoridentifikasibidang tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)terdiri atas 14 (empatbelas)digit,yaitu:
a. 2 (dua)digitpertama merupakan kodeprovinsi;
b. 2 (dua) digit berikutnya merupakan kode

kabupaten/kota;
c. 9 (sembilan) digit berikutnya merupakan nomor

bidang tanah;
d. 1 (satu) digit terakhir merupakan keterangan indeks

letak bidang tanah, denganketentuan:
l. 0 (nol) untuk bidang tanah pada permukaan

bidang tanah;
2. 1 (satu)untuk ruang atas tanah;
3. 2 (dua)untuk ruang bawah tanah;
4. 3 (tiga)untuk satuan rumah susun;
5. 4 (empat) untuk bidang di atas bidang

permukaan tanah;
6. 5 (lima)untuk ruang pada ruang atas tanah; dan
7. 6 (enam)untuk ruang pada ruang bawah tanah.

Nomoridentifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)merupakan nomor unik yang tidak dapat
diubah dan hanya dapat dimatikan.
Nomor identifikasi bidang tanah yang dimatikan
sebagaimanadimaksud pada ayat (3)dilakukan dalam hal:
a. proses pemecahan atau penggabunganbidang tanah;
b. bidang tanah musnah; atau

(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal12
Hasil kegiatan pemetaan bidang tanah pada Peta
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) dituangkan menjadi surat ukur elektronik dalam
bentuk Blok Data dan disahkan dengan Tanda Tangan
Elektronikolehpejabat yangberwenang.
Pejabatyangberwenangsebagaimanadimaksud pada ayat
(1)bertanggungjawab terhadap kesesuaian letak bidang
tanah pada Peta Pendaftaran.
Setiap perubahan pemetaan bidang tanah pada Peta
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuat
dalam bentuk BlokData baru yang tersimpan berurutan
sesuai riwayatpemetaan bidang tanah.

(1)

Pasal 11
(1) Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilaksanakan
secara virtual dengan memanfaatkan teknologiinformasi
dan komunikasi.

(2) Bidang tanah hasil pengumpulan dan pengolahan Data
Fisik dipetakan pada Peta Pendaftaran menggunakan
SistemElektronik.

Paragraf2
Pengumpulandan PengolahanData Fisik
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(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

Pasal 14
Penelitian Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b dilakukan dengan menelitijmemeriksa
Data Yuridisbidang tanah terhadap alat bukti mengenai
kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis
maupun tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/ atau
keterangan yang bersangkutan yang ditunjukkan oleh
pemegang hakj nazhir atau kuasanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan penelitian Data Yuridis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara virtual dengan
memanfaatkan teknologiinformasidan komunikasi.
Hasil kegiatan penelitian Data Yuridis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. risalah penelitianData Yuridisjpemeriksaan tanah;
b. pengumuman daftar Data Yuridis dan Data Fisik

bidang tanah;
c. berita acara pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis

atau keputusan penetapan hak; dan/ atau
d. dokumen lainnya yang merupakan dokumen

pendukung hasil kegiatan penelitianData Yuridis.
Hasil kegiatan penelitian Data Yuridis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk
DokumenElektronikdan disahkan dengan Tanda Tangan
Elektronik.
Dalam hal hasil kegiatan penelitian Data Yuridis tidak
diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
pemindaian dokumen cetak hasil kegiatan penelitianData
Yuridissebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Hasil pemindaian dokumen cetak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diberikan catatan yang menjelaskan
dokumen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan
dibubuhi SegelElektronik.
Hasil pemindaian dokumen cetak yang telah diberikan
catatan dan dibubuhi Segel Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)diunggahke SistemElektronikdan
menjadi satu kesatuan warkah Pendaftaran Tanah.

(1)

Paragraf 3
PenelitianDataYuridis

c. tidak sesuai atau tidak diperlukan lagi dalam tata
usaha Pendaftaran Tanah.

(5) Nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai nomor referensi dalam
setiap tahap kegiatan Pendaftaran Tanah.

(6) Dalam hal hak atas tanah dilakukan pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah, nomor identifikasi bidang tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melekat pada
bidang tanah.

(7) Bidang tanah yang telah mempunyai nomor identifikasi
bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipetakan (plotting) ke dalamPeta Pendaftaran.

-9-












































